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a tlegar:a Republik Indonesia Nomor 44961 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan {l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a1O);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Il2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
11a6);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Iembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Nomor 5O);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun
ZOLT tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah {Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2Ol7 Nomor 4STl
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun ZAg tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2AW Nomor 6aLl;

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor g4 Tahun
2Al9 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2Al9 Nomor 6521;

MTIIIUTUSI(AN :

5.

6.

7.

8.

9.

Menetapkan

KESATU Izin Penyelenggaraan
Menengah Kejuruan Ibnu

Satuan Pendidikan Sekolah
Sina Batam;



KEDUA

KP:HGA

KTEMPAT

KTLIMA

KEPIYAI}I

1. Nama Yayasan

2. Nama Ketua
Yayasan

3. Nama Sekolah

+. Alamat Sekolah

5. Bidang Keahlian

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut :

Yayasan Pendidikan Ibnu Sina
Batam
H. Andi Ibrahim, BA

SMK Ibnu Sina Batam
Jalan Teuku Umar, Kec. Lubuk
Baja, Kota Batam

a. Teknologi Informasi dan
Komunikasi, Program
Keahlian Teknik Komputer
dan Informatika, Kompetensi
Keahlian Rekayasa Perangkat
Lunak

b. Teknologi dan Rekayasa,
Program Keahlian Teknik
Otomotif, Kompetensi
Keahlian Telorik Kendaraan
Ringan Otomotif

c. Bisnis dan Manajemen,
Program Keahlian :

1) Akunta.nsi dan Keuangan,
Kompetensi Keahlian
Akuntansi dan Keuangan
kmbaga

2l Bisnis dan Pemasaran,
Kompetensi Keahlian
Bisnis Daring dan
Pemasaran

3) Manqjemen Perkantoran,
Kompetensi Keahlian
Otomatisasi dan Tata
Kelola Perkantoran

Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA dalam hal melaksanakan
proses belqjar mengajar dan kurikulum yang digunakan
mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA berkewqjiban membuat
laporan tertulis mengenai perkembangEm satuan
pendidikan yang dibinanya kepada Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak l:zrn
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan, Yayasan
Pendidikan Ibnu Sina Batam harus melaksanakan
pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yayasan
Pendidikan Ibnu Sina Batam tidak dapat



I{ETUJUH

Salinan

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal es Januari 2A2L

a.n. GUBERI{UR KEPT LAUAIT RIAU
KTPALA DIIYAS PE1TAilAMAN MODAL DAIT

RIAU,

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di

Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di

Tanjungph*g;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di

Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah provinsi

Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Batam.
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